REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2011 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembayaran
Pajak secara Elektronik. Uji Coba. Sistem Modul
Penerimaan Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60/PMK.05/2011
TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAY ARAN
PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM
MODUL PENERIMAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa ketentuan mengenai Modul Penerimaan Negara
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.06/2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
37/PMK.05/2007;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a belum memuat pengaturan
mengena sistem pembayaran penerimaan Negara secara
elektronik (billing system);

c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan
Modul Penerimaan Negara sebagai upaya
mengintegrasikan data penerimaan negara dalam sebuah
sistem yang handal, dipandang perlu untuk melakukan uji
coba penerapan sistem pembayaran paak secara elektronik
(billing system) sebagai bagian dari penyempurnaan Modul
Penerimaan Negara dimaksud;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Uji Coba
Penerapan Sistem Pembayaran Pgak Secara Elektronik
(Billing System) Dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006
tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir—dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN  TENTANG
PELAKSANAAN UJ COBA PENERAPAN SISTEM
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING
SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN
NEGARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat
serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan Yyang
berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.
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2. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah
serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta billing,
pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan
rekonsiliasi billing dalam sistem Modul Penerimaan Negara.

3. Nomor Identitas Peserta Billing yang selanjutnya disebut NIPB adalah
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas peserta sistem
pembayaran pgjak secara elektronik (billing system).

4. Personal ldentification Number yang selanjutnya disebut PIN adalah
nomor identitas wajib pajak sebagai sarana untuk dapat masuk aplikasi
pembuatan kode billing dan melakukan pembayaran pagak secara
elektronik.

5. Password adalah kata kunci agar dapat masuk aplikasi pembuatan kode
billing dan melakukan pembayaran pajak secara elektronik.

6. Kode Billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran
pajak yang akan dilakukan wajib pajak.

7. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPN
adalah nomor bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui Modul
Penerimaan Negara.

8. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disebut NTB adalah nomor bukti
transaks penerimaan yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa
Persepsi.

9. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti
transaks penerimaan yang diterbitkan oleh Pos Persepsi.

10. Bank/Pos Persepsi adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.

Pasa 2

(1) Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan
Negara, dilaksanakan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara
elektronik (billing system).

(2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan negara.

Pasa 3

(1) Ruang lingkup uji coba penerapan sistem pembayaran paak secara
elektronik (billing system) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 melipuiti:
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